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ABSTRAK

Peralihan Pengelolaan wilayah kerja Blok Rokan dari PT Chevron Pacific
Indonesia ke PT Pertamina (Persero) maka terjadi juga peralihan tenaga kerja yang
bekerja di wilayah kerja Blok Rokan. Namun, tidak seluruh pekerja menerima peralihan
tersebut, bahwa terdapat 4 orang pekerja PT Chevron Pacific Indonesia mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai prosedur. Para pekerja tersebut tidak
pernah menerima surat PHK secara tertulis dari pihak Chevron Pacific Indonesia (CPI).
Namun pada saat peralihan pekerja ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) nama mereka tidak
diikutkan dalam proses peralihan tersebut. Menurut Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU
Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU Cipta Kerja), “Dalam hal pemutusan
hubungan kerja tidak dapat dihindari, pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, disampaikan paling lambat
14 hari kerja sebelum tanggal efektif PHK; atau- 7 -hari kerja untuk pekerja/buruh dalam
masa percobaan’.Berdasarkan ‘latar belakang 'tersebut,; penulis-tertarik melakukan
penelitian dengan fokus kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Apa hak-
hak para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Chevron
Pacific Indonesia sebelum dilakukan peralihan ke PT. Pertamina? 2. Bagaimana
Pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang
di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum peralihan ke PT Pertamina?
Metode penelitian yang penulis. lakukan adalah Yuridis Empiris. Dari hasil dan
pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Hak-hak para pekerja
yang mengalami Pemutusan Hubuhgan Kerja (PHK) pada PT. Chevron Pacific Indonesia
sebelum dilakukan peralinan ke PT. Pertamina Hulu Rokan yaitu berhak atas hak
normatif PHK (pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan maksimal 6
bulan upah proses). 2. Pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja pada PT. Chevron
Pacific Indonesia yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum peralihan
ke PT Pertamina Hulu Rokan yaitu dilakukan oleh Dinasker dengan memfasilitasi dua
tahapan mediasi antara PT. CPl dengan para pekerja yang di PHK tersebut dengan
tahapan yaitu Biparti Pertama antara pekerja--dan Perusahaan kemudian Biparti
kedua/tripartite yaitu melibatkan mediator dari Dinasker. Dan disarankan kepada PT
Chevron Pacific-Indonesia (CPI) dan! perusahaan sejenis. lebih taat terhadap prosedur
normatif PHK.
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